
WAUKOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WAL.IKOTA PALEMBANG 

NOMOR 7-3 TAHUN 2014 

TENTANG 

RENCANA KERJA ?EMERINTAH DAERAH 
TAIIVN MCCARAN 2015 

DENG AN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Oaerah merupakan 
dolrumen percncanaan daerah tahunan yang memuat 
program, kegiatan dan rencana anggaran untuk periodc I 
(satu) tahun dan sebagai pedoma.n da.la.m penyusunan 
Rancangan Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
da)am rangka meiaksanaka.n keten tuan Pasal 26 ayat 2 
Undang•Undang Nomor 25 Tahun 2014 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pa.sal 23 ayat I 
Peraturan Pemerintah Noroor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peratura.n Walikota 
Palembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 
Anggaran 2015; 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Dae.ah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang '.llomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tamba.han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairoanA telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang•Undang 
Nomor 32 Tahcn 2004 tentang Pemerintahan Oaera.h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pclaksa,naan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-pckok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah i<ota Palembang Tahun 2007 Nomor 2); 

7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Tata Cara Penyusunan Dokumcn Perencanaan 
Pc-:mln.:.1,.ngunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota 
Palembang Tahun 2014 Nomor 2 ) . 

MEMUTU$KAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 20\5. 

Pasal J 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
I . Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRO adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Palembang. 

3. Wa]jkota adalah Walikota Palembang. 
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 

Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Daerah Kota 
Palembang. 

5. lnspektur adalah lnspektur Kota Palembang. 
6. Kepala Badan Pengclolaan Keuangan Daerah adalah Kepala 

BadanPcngclola Ke•~angan Daerah Kota Palembang. 
7. Satuan Kerja Pera,gkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

$KPD adalah Badan, Dinas, Bagian, Rumah Sakit Umum 
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan 
Perangkat Daerah Jain di lingkungan Pemcrintah Kota 
Palembang. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah Kota 
Palembang, yang selanjutnya clisingkat RPJMD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan 
tahun 2013. 

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 
adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode I 
(satu) tahun. 

JO. Rencana Pembangunan Tabunan Daerah Kota Palembang, 
yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen 
perencanaan Kota Palembang untuk periode l (satu) tahun 
vaitu tahun 2014 yani: dimulai pada tanggal I Januari 2014 
dan berakhir pad.a tanggal 31 ne~embet 2014. 



11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untu:-t pcriode I (satu) tahun. 

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkac PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Pe,a,>gk,<l Daerah (RKA-SKPD) serelah <liscpakati dengan 
DPRD. 

Pasal2 

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu 
pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 
pendanaa_nnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
Pemerintah Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyaralcat. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!), menjadi: 
a. acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD 

Tahun 2015; dan 
b. pedoman bagi Pemerintah Kot.a dalam penyusunan 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015. 

(3) RKPD sebagaimana dimak1>ud pada ayat (1), tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
tcrpisahkan dari Pcraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Dalaro rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 
2015: 

a. Pemerintah Kota menggunakan RKPD sebagai bahan untuk 
menyusun rancangan KUA Tahun 2014 dan rancangan PPAS 
Tahun 2015. 

b . Rancangan KUA Tahun 2015 dan rancangan PPAS Tahun 
2015 merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD 
yang berfungsi se:Oagai benruk pembicaraan pendahuluan 
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015. 

c. KUA Tahun 2015 dan PPAS Tahun 2015 yang telah dibahas 
dan disepakati bersama antara Pemerintah Kola dan DPRD 
dituang)<an dalam nota kesepakatan yang dicandatangani 
bcrsama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD. 



Pasal 4 

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015 hasil 
pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 
Anggaran 2015 hasil pembahasan dcngan DPRD menjadi 
pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Rancangan 
APBD Tahtm Anggaran 20 I 5. 

Pasal 5 

(11 SKPD membuat lapcra n kinerja triwulanan dan tahunan atas 
pc:l~k:;anaan rcncana kerja dan a.n_ggara.n yang berisi uraian 
tentang keluaran kcgiatan dan indikator kincrja dari masing­
masing target sasaran yang telah dltetapka n dalam RPJMD. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dlsampaikan 
kcpada Kepala Badan Perencar1aan Pembangunan Oaerah, 
1t1spektur dan Kepala Badan Pengclolaan Keuangan Dae1·a h 
paling lambat 14 1,empat belas) hari setelah berakhirnya 
triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan k;nerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan 
bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya 
yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. 

Pasal 6 

Peraturan Wal.ikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, 
pcngllndangan Peraturan Walikota ini dengan 
dalan, Berita Dacral, Kota Palembang. 

memerintahkan 
penempatannya 

Diterapkan di P embang 
pada tanggal S Me, 2014 

EMBANG,, 

r/:e. ROMI HERTON 

Diundangkan di Palembang l ' i 
pada ,a.nggal ii - > -- 2014 

r SEK ARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

UC KHlOAVJ\T 
BE TA DAER.Afl KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR ~~ 


